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KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMCR 138 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ANJONGAN
KKABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk menampung luiusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tzhun
dan meningkatian pengetahuan dan kelcrampifan bagi lulusan Sekolah
Mcrengah  Atzs  (SMA). dipandang perlu  menetapkan pembukaan
kclembagoan  Sckoluh Menengah  Atas (SMA) Negeri 1 Arjongan
Kabupaten Pontiznak: .

b bahwa unfuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu, ditetapkan
dengan Keputuzan Bupati Pontianak;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-—
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4301): :

3. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undengan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Megzra Nomor 4389);

4. Undang-Undone Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lenbaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
‘Tahun 2005 tentong Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4548);

¢, Undang-Undzang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 28, Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahu®1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412); Gir= :

‘ { 7 1’e151u1'an Pemecrintah Nomor 29 Tahun 1‘.990‘\temang Pendidikan Menengah
Bt (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 3413) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Noraor 9],

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambuhan Lembaran Negara
Nomor 3460): . ‘1

. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemcrintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4737);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

-
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .
|
KESATU . Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anjongan
_ Kecamatan Anjongan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
KEDUA . Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah

scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan diatur kemudian
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

2. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan Keputusan
ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3 Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22 - 4 - 2008

BUPATIPONTIANAK
ttd

AGUS SALIM

Saiimxggy}_gxﬁai dengan bunyi aslinya
Y, -{,(Iq;@:'Fquizm Hulcum
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KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NCMOCR 138 TAHUN 2008
TENTANG
PEMRBUKAAN KELEMBAGAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ANJONGAN
KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : . btahwa untuk menampung luiusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

dan meningkatkan pengetahuan dan kelerampilan bagi lulusan Sekolah
Menengan A (SMA). dipandang  perlu menetapkan  pembukaan
xelembagean  Sckoluh Menengah  Atas (SMA) Negeri 1 Anjongan
Kabunaten Pentiznak:

b Labwe untuic maksud scbagaimana pada huruf a diatas perlu, ditctapkan
dengan Keputusan Bupati Pontianak;

Undang-1Jndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-lndang {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem Pendidikan

Nasional (L.embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301): 3

(9 ]

Undnng—Undzmg Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

2] Perundang-undengen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
L.embaran Megara Nomor 4389);

4. Undang-Undong Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembara:n Nezara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 3§
Tahun 2005 {cotong Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tabhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

wn

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antata Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambzhan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412);

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nomor 3413) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

8. Pecraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3460);

$. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemecrintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anjongan
Kecamatan Anjongan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan diatur kemudian
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Pontianak.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
padatanggal 22 - 4 - 2005

BUPATI PONTIANAK
ttd

AGUS SALIM

Salinan ses i dengan bunyi aslinya
! Ji‘%

#Bggian Hulum
dacr hupater Pontianak,
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